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ABSTRACT
This study aims to examine the effect of the quality of financial reports, the use of information
technology, and public accountability on the performance accountability of the Directorate
General of Rights Determination and Land Registration. This type of research is a quantitative
research. The population in this study amounted to 120 people and the sample amounted to 93
people. The technique in taking the sample using random sampling technique. Data collection
techniques using questionnaires and documentation. The data analysis technique used multiple
linear regression. The third variable can affect the accountability of the performance of the
Directorate General of Determination of Rights and Land Registration by 48.3%.

Keywords: Financial report quality, Technology utilization, Public accountability and
Performance accountability.

PENDAHULUAN
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang berada di Jakarta Selatan merupakan

bagian unit kerja teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Direktorat
Jenderal PHPT pada tanggal 2 September 2020 terjadi prubahan struktur organisasi kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai konsekuensi perubahan kementerian, dengan
diundangkanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional.

Tabel 1
Hasil Evaluasi LKj Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Thn 2015-2020

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perencanaan Kinerja 32,54 20,62 27,13 27,13 27,13 27,13
Pengukuran Kinerja 29,91 14,69 18,13 18,13 19,06 19,06
Pelaporan Kinerja 19,83 8,68 13,35 13,35 12,55 12,55
Evaluasi Kinerja - 5,50 8,02 8,56 8,63 8,63
Pencapaian Sasaran - 16,00 17,07 16,72 16,63 16,63
Jumlah Nilai 82,29 65,48 83,69 83,89 83,99 83,99
Kategori Nilai A B A A A A

Sumber : atrbpn.go.id, 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam kurun
waktu 6 tahun sempat mengalami penurunan nilai dari A ke B pada tahun 2016.
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016 yang menyebabkan penurunanan nilai yaitu (atrbpn.go.id):
1. Adanya perintah/instruksi penghematan anggaran tahap II dan pengalokasian anggaran untuk sharing

tukin yang tidak ditindaklanjuti dengan pengambilan anggaran yang tidak dapat digunakan (blokir)
tersebut, menyebabkan capaian realisasi anggaran tahun 2016 menjadi tidak maksimal.
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2. Terbatasnya jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Hubungan Hukum Keagrariaan dalam
melaksanakan tugas-tugas dukungan manajemen.

Pemanfaatan teknologi informasi bagi Direktorat Jenderal PHPT pada tahun 2016 target dapat terealisasi
dengan baik, perangkat yang digunakan untuk menunjang kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal PHPT
yaitu komputer, lapotop, printer, mesin fotocopy, proyektor, mesin penghancur kertas, mesin pemotong
kertas.

Berdasarkan fenomena diatas pemanfaatan teknologi dapat membantu pegawai dalam
menyelesaikan perkerjaannya sehingga pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai. Capaian realisasi
anggaran yang tidak maksimal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga pada tahun 2016
kualitas laporan keuangan mengalami penurunan. Terbatasnya jumlah pegawai juga dapat mempengaruhi
akuntabilitas publik, karena tanggungjawab dalam melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dapat terganggu atau terhambat. sehingga pada tahun 2016 akuntabilitas kinerja Direktorat
Jenderal PHPT mengalami penurunan.

Berdasarkan kejadian diatas perlu adanya kajian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan
stratejik instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik
(Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan
kewajiban pertanggungjawaban atas kegagalan dan keberhasilan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabiltas kinerja Direktorat Jenderal PHPT menurut Mardiasmo
(2018:181) adalah kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan. Menurut Mardiasmo (2018:181) Laporan keuangan merupakan laporan
yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi
keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat diandalkan yang sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah.

Kualitas laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi
yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah memenuhi empat karakteristik yaitu relevan,
andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan berupa melakukan proses pencatatan,
penganalisaan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi atau kejadian ekonomi yang
berkaitan dengan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sehingga dengan adanya
kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang maka dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Ridzal (2020), bahwah baik tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan
menunjukkan baik tidaknya pula akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan akan
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabiltas kinerja Direktorat Jenderal PHPT menurut Razi (2017),
Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap individu dalam menggunakan teknologi informasi
untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja.
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Pemanfaatan teknologi informasi adalah memanfaatkan segala bentuk teknologi informasi dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi untuk meningkatkan kinerja.
Dengan adanya teknologi informasi dapat membantu aparatur pemerintah dalam menjalankan
pekerjaannya, dengan begitu pekerjaan akan lebih cepat selesai dan dapat meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.

Menurut Soleman R., Soleman R., & Zainuddin (2019), apabila pemanfaatan teknologi informasi
meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat karena pemanfaatan
teknologi merupakan perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan
tugas dan meningkatkan kinerjanya.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabiltas kinerja Direktorat Jenderal PHPT menurut Mardiasmo
(2018:181) adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham untuk mengelola, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas yang telah dilakukan kepada pihak pemberi mandat. Dengan tersedianya
pegawai yang memadai dapat memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilakukan
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Damayanti (2017), dengan
adanya akuntabilitas publik pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan
yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak
eksternal.

Dari uraian diatas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh
Kualitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah”

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengolahan data

menggunakan program SPSS versi 25. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di
Direktorat PHPT yang terdiri dari 120 orang. Teknik sampel yang digunakan yaitu teknik random sampling.
Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Jumlah sampel yang diperoleh dari rumus slovin
sebanyak 93 orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada responden. Sedangkan data sekunder berasal dari
web ATR/BPN dan pegawai BPN.
A. Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak
dan Pendaftaran Tanah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban
secara periodik (Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003).
B. Kualitas Laporan Keuangan (X1)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan  (Mardiasmo,2018). Pemanfaatan informasi yang tepat dan didukung
oleh keahlian personil yang mengoprasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja
individu yang bersangkutan.
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C. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)
Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap individu dalam menggunakan teknologi informasi

untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Pengukurannya berdasarkan intensitas
pemanfaatannya, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi yang digunakan (Razi,2017).
D. Akuntabilitas Publik (X3)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
meminta pertanggungjawaban tersebut.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Kualitas laporan keuangan  (X1)  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal

Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
2. Pemanfaatan teknologi infromasi (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal

Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
3. Akuntabilitas Publik (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan

Hak dan Pendaftaran Tanah

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:= + . + . + . +
Keterangan:
Y = Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak   dan Pendaftaran Tanah

= Konstantaβ , β , β = Koefisien regresix = Kualitas Laporan Keuanganx = Pemanfaatan Teknologi Informasix = Akuntabilitas Publik
= Eror

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil

1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N 93

Pemanfaatan Teknologi Informasi
(X2)

Akuntabilitas Kinerja Direktorat
Jenderal PHPT

(Y)

Akuntabilitas Publik (X3)

Kualitas Laporan Keuangan (X1)
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Unstandardized Residual
Normal Parametersa,b Mean 0.0000000

Std. Deviation 1.95391623
Most Extreme Differences Absolute 0.067

Positive 0.062
Negative -0.067

Test Statistic 0.067
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200c,d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai signifikasi Unstandardizes Residual sebesar 0,200 >
0,05, artinya variabel dalam penelitian terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas
Tabel 3

Hasil Uji Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan
b. Pendaftaran Tanah
Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk kualitas laporan keuangan sebedar 1,587,
pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1,497, dan akuntabilitas publik sebesar 1,096. Sedangkan nilai
tolerance dari kualitas laporan keuangan sebesar 0,630, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,668,
dan akuntabilitas publik sebesar 0,912. Karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1
maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas Berdasarkan Uji Glejser

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 0.665 1.936 0.344 0.732

Kualitas Laporan Keuangan -0.012 0.055 -0.028 -0.212 0.833
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.040 0.080 0.064 0.495 0.622
Akuntabilitas Publik 0.022 0.060 0.040 0.362 0.718

a. Dependent Variable: ABRESID
Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas signifikansi  dari semua variabel diatas tingkat
kepercayaan yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya
heteroskedastisitas.

Model Collinearity Statistics KeteranganTolerance VIF
1 Kualitas Laporan Keuangan 0.630 1.587 Lolos Uji Multikolinieritas

Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.668 1.497 Lolos Uji Multikolinieritas
Akuntabilitas Publik 0.912 1.096 Lolos Uji Multikolinieritas
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2. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 8.048 3.619 2.224 0.029

Kualitas Laporan Keuangan 0.563 0.103 0.516 5.465 0.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.310 0.150 0.189 2.064 0.042
Akuntabilitas Publik 0.229 0.112 0.160 2.035 0.045

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5, model persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:Y = α + β . x + β . x + β . x + ε
Y= 8,048 + 0,563x + 0,310x + 0,229x + ε
Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah 8,048, menyatakan bahwa jika mnghasilkan
nilai X1, X2, dan X3 adalah nol, maka dari itu nilai Y adalah sebesar 8,048.

b. Koefisien regresi variabel kualitas laporan keuangan X1 sebesar 0,563, menunjukkan bahwa setiap
kenaikan X1 sebesar satu satuan akan meningkat nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT
(Y) sebesar 0,563 satuan.

c. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi X2 sebesar 0,310, menunjukkan bahwa
setiap kenaikan X2 sebesar satu satuan akan meningkat nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal
PHPT (Y) sebesar 0,310 satuan.

d. Koefisien regresi variabel akuntabilitas publik X3 sebesar 0,229, menunjukkan bahwa setiap kenaikan
X3 sebesar satu satuan akan meningkat nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT (Y)
sebesar 0,229 satuan.

3. Uji Hipotesis
a. Koefisien determinasi (R2)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .707a 0.500 0.483 1.987

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan
Keuangan
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah
Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang diperoleh
adalah 0,483. Artinya bahwa variasi dan ketiga variabel bebas, yaitu kualitas laporan keuangan,
pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas publik memberikan kontribusi pada akuntabilitas kinerja
Direktorat Jenderal PHPT sebesar 48,3% sedangkan 51,7% lainnya dapat dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak  termasuk dalam penelitian ini. Misalnya ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian
akuntansi dan  transparansi.
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b. Uji Simultan (F)
Tabel 7

Hasil Uji Simultan (F)
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 351.043 3 117.014 29.650 0.000b

Residual 351.237 89 3.946
Total 702.280 92

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan
Keuangan Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel III.13 dapat dilihat Fhitung sebesar 29,650 lebih besar dari Ftabel sebesar 8,557 dan nilai
signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan (X1),
pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan akuntabilitas publik (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja Direktorat Jenderal PHPT.

c. Uji Parsial (t)
Tabel 8

Hasil Uji Parsial (t)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 8.048 3.619 2.224 0.029

Kualitas Laporan Keuangan 0.563 0.103 0.516 5.465 0.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.310 0.150 0.189 2.064 0.042
Akuntabilitas Publik 0.229 0.112 0.160 2.035 0.045

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah
Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa :
1) Pengaruh variabel kualitas laporan keuangan (X1) terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal

PHPT (Y).
Sesuai dengan tabel diatas, nilai thitung sebesar 5,465 > ttabel sebesar 1,986 dan nilai sig sebesar 0,000
< 0,05, sehingga variabel kualitas laporan keuangan (X1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
Direktorat Jenderal PHPT (Y).

2) Pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat
Jenderal PHPT (Y).
Sesuai dengan tabel diatas, nilai thitung sebesar 2,064 > ttabel sebesar 1,986 dan nilai sig sebesar 0,042
< 0,05, sehingga variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja Direktorat Jenderal PHPT (Y).

3) Pengaruh variabel akuntabilitas publik (X3) terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT
(Y).
Sesuai dengan tabel diatas, nilai thitung sebesar 2,035 > ttabel sebesar 1,986 dan nilai sig sebesar 0,045
< 0,05, sehingga variabel akuntabilitas publik (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
Direktorat Jenderal PHPT (Y).

B. Pembahasan
1. Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal

Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
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Berdasarkan hasil uji parsial (t) diketahui nilai thitung sebesar 5,465 > ttabel sebesar 1,986 dan
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan
berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak
dan Pendaftaran Tanah. Dengan demikian hipotesis 1 (H1) diterima.

Kualitas laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-
transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah memenuhi empat
karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan
berupa melakukan proses pencatatan, penganalisaan, pengklasifikasian, peringkasan, dan
pelaporan transaksi atau kejadian ekonomi yang berkaitan dengan keuangan yang sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah. Sehingga dengan adanya kualitas laporan keuangan yang sesuai
dengan standar akuntansi yang maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ridzal (2020), bahwa variabel kualitas
laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. Kualitas laporan keuangan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. Baik tidaknya kualitas laporan keuangan yang
dihasilkan akan menunjukkan baik tidaknya pula akuntabilitas kinerja dari suatu instansi
pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat
Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hasil uji parsial (t) diketahui nilai thitung sebesar 2,064 > ttabel sebesar 1,986 dan
nilai signifikansi sebesar 0,042 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Dengan demikian hipotesis 2 (H2) diterima.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah memanfaatkan segala bentuk teknologi informasi
dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi untuk
meningkatkan kinerja. Dengan adanya teknologi informasi dapat membantu aparatur pemerintah
dalam menjalankan pekerjaannya, dengan begitu pekerjaan akan lebih cepat selesai dan dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Soleman R., Soleman R., & Zainuddin
(2019),bahwa variabel pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat maka akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat karena pemanfaatan teknologi merupakan
perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan
meningkatkan kinerjanya.

3. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hasil uji parsial (t) diketahui nilai thitung sebesar 2,035 > ttabel sebesar 1,986 dan
nilai signifikansi sebesar 0,045 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa akunatbilitas publik
berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak
dan Pendaftaran Tanah. Dengan demikian hipotesis 3 (H3) diterima.
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Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham untuk mengelola, melaporkan
dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah dilakukan kepada pihak pemberi mandat.
Dengan tersedianya pegawai yang memadai dapat memberikan pertanggungjawaban atas
segala aktivitas yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Damayanti (2017), bahwa variabel
akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah
di SKPD di Kabupaten  Deli Serdang. Dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah daerah
memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja
pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
1. Kualitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
3. Akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat

Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

B. Saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan maka peneliti memberikan saran bagi Direktorat Jenderal
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sebagai berikut:
1. Diharapkan bagi pegawai akuntansi atau keuangan yang terlibat secara langsung dapat

meningkatkan kualitas laporan keuangannya dengan memenuhi keempat usur yang sesuai
dengan PP No.7 tahun 2010.

2. Diharapkan bagi pegawai untuk memanfaatkan teknologi informasi lebih baik lagi sehingga
informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan pekerjaan yang dilakukan lebih cepat selesai
dan efisien.

3. Diharapkan bagi instansi untuk meningkatkan akuntabilitas publik sehingga aktivitas mulai dari
melaporkan, menyajikan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan dapat
berjalan dengan baik dan tidak terhambat.

C. Rekomendasi Penelitan Selanjutnya
Terkait dengan penelitian ini, peneliti menyadari masih ada kekurangan sehingga diperlukan
penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel
dalam penelitiannya seperti ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan
transparansi.
1. Ketaatan pada peraturan perundangan

Menurut Razi (2017), ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam
menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan
mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan
bebangsa dan bernegara.

2. Pengendalian akuntansi



Destin ▬ Syarifah ▬ Siti

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan
e-ISSN: 2302-1322 │ISSN : 1979-0333
Volume 16 Nomor 1, April 2023
DOI: https://doi.org/10.31001/jbk.v16i1.2017

10

Menurut Razi (2017), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan.

3. Kompetensi aparatur pemerintah daerah
Menurut Razi (2017), standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial
minimal yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan.
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